
 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

NOMOR    8  TAHUN  2005 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13 TAHUN 2002 

TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG HARI, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan sanksi kepada 

orang yang melakukan perbuatan tuna susila di Kabupaten Batang Hari 

dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 

13 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila ; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila. 

Mengingat   : 1.  Undang - Undang  Nomor  12  Tahun  1956 tentang Pembentukan  Daerah 

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 50) ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ; 

 

 

 

3. Undang – undang............. 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3495 ) ; 

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;   

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3375); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

Dan  

BUPATI BATANG HARI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13 

TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA . 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Larangan  Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 

Nomor 13) BAB II Pasal 3, BAB IV Pasal 5 ayat (1) dan BAB V Pasal 6 diubah dan harus 

dibaca : 

A. BAB II................. 
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A. BAB II Pasal 3 diubah dan harus dibaca : 

Setiap orang atau badan dilarang : 

a. Menyediakan tempat untuk kegiatan tuna susila. 

b. Menjadi tuna susila 

c. Mendatangkan tuna susila 

d. Menyediakan tempat pertemuan tuna susila 

e. Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam 

wilayah hukum Kabupaten Batang Hari 

B. BAB IV Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi BAB V Pasal 6 ayat (1) harus dibaca : 

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) ;  

C. BAB V Pasal 6 diubah menjadi BAB IV Pasal 5. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. 

 

Ditetapkan di Muara Bulian 

Pada tanggal 29 Juli 2005 

BUPATI BATANG HARI 

 

 

ABDUL FATTAH 

Diundangkan di Muara Bulian 

Pada tanggal 29 Juli 2005 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

 

 

                     FUAD M. JUSUF 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  

TAHUN 2005 NOMOR 8 
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PENJELASAN ATAS  

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BATANG HARI 

NOMOR    8  TAHUN 2005 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  

NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah telah berubah menjadi setinggi-

tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  

Sanksi sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 

13 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila, ancaman hukuman maksimal adalah 

6 (enam) bulan. Jika Perda diancam hukuman maksimal 6 (enam) bulan artinya proses 

penyidikan atas pelanggaran ketentuan Perda tersebut masuk dalam kategori proses 

pemeriksaan biasa, padahal pelanggaran dalam Perda termasuk dalam kategori pelanggaran 

ringan artinya secara hukum maksimal ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu merubah Ketentuan sanksi yang 

terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Larangan Perbuatan Tuna Susila  

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  

 Cukup Jelas. 

 

Pasal II 

 Cukup Jelas. 

 

 

 

 

 

 

 


